BAB VII 3. Untuk korban tindak kekerasan dalam lingkungan keluarga, harus berani untuk melaporkan atau
PENUTUP memberi tahu orang yang dirasa mampu untuk memberikan pertolongan apabila pihak keluarga
tidak memihak pada korban.
7.1 Kesimpulan 4. Masyarakat dapat meningkatkan tangkapan informasi mengenai pelayanan yang memberikan
perlindungan terhadap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga maupun

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:
masyarakat.

1. Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi 5. Dalam upaya perencanaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di

Sumatera Barat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga sudah Provinsi Sumatera Barat ini masih banyak sekali keterbatasan terkait dari segi aspek sumber

melakukan peranannya dengan optimal dan berjalan sesuai standar operasi prosedur dan daya manusia dan juga sarana dan prasarana yang mendukung agar memberikan pelayanan yang

peraturan yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 butir 10 Peraturan Menteri maksimal
Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak.
2. Kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan kekerasan teradap anak di lingkungan
keluarga adalah: kendala internal berupa belum terdapat rumah aman di Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat dan kendala
eksternal berupa: korban tidak mau melapor karena pelaku masih pihak keluarga, orang tua yang
tidak mempercayai pengakuan anaknya, keluarga yang menganggap hal ini sebagai aib, dan

takut akan dipungut biaya.

7.2 Saran
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak RI untuk memfasilitasi
bangunan gedung/ kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) yang terpisah, dilengkapi dengan shelter, ruang pertemuan, ruang konseling serta
ruang baca dan lain-lain, sehingga dapat diakses oleh perempuan dan anak dengan nyaman,
aman dan kondusif terutama perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana
perdagangan orang

2. Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) provinsi,
Kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat agar dapat meningkatan aktivitas pada fungsi
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pusat

informasi dan pemberdayaan yang selama ini agak terabaikan
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